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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul ―Analisis Hukum Pidana Islam terhadap 

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan 

Perppu Nomor 2 Tahun 2017‖ ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana pembubaran organisasi kemasyarakatan front pembela islam 

berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran organisasi 

kemasyarakatan front pembela islam. 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui kajian pustaka dari 

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alur 

pembahasan dari skripsi ini menggunkan deduktif, yaitu penulis membahas 

tentang konsep Al-Baghyu dalam melihat latar belakang pembentukan Perppu 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kemudian teori 

tersebut digunakan menganalisis permasalahan pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan 

dalam kasus pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam adalah 

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melihat dari dasar hukum 

tersebut, maka Ormas FPI dapat dibubarkan karena tindakan-tindakan yang 

dilakukan Ormas FPI berujung pidana, seperti melakukan tindakan kekerasan dan 

sebagainya. Analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran Ormas FPI 

tentunya bisa dikatakan sebagai Al-Baghyu karena tindakan-tindakan yang 

dilakukannya telah melawan pemerintah yang sah. 

Penulis berusaha memberikan saran kepada para penegak hukum, 

hendaknya lebih sigap dalam menangani sebuah perkara. Seperti yang telah 

ditekankan oleh UUD 1945 yaitu pentingnya system pengawasan dan 

keseimbangan yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi 

eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus 

vonis pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dengan cara 

melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan 

asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga proses penyelesaian 

sengketa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan bisa dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berdemokrasi. Dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan keterangan negara 

hukum di Indonesia yang berbunyi: ―Indonesia adalah negara yang berdasar 

kepada hukum dan bukan berdasar kepada kekuasaan belaka.‖ Dalam faktor 

penegak negara demokrasi ada yang terpenting, yaitu dengan berdirinya negara 

dengan konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang 

meliputi berbagai partai politik, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan adanya 

pers yang bebas dan bertanggungjawab. Salah satu poin penting dalam negara 

demokrasi yaitu adanya jaminan kebebasan berserikat yang tercermin dalam 

pendirian Organisasi Masyarakat. Organisasi Masyarakat ini harus menjadi 

suatu wadah bagi masyarakat dalam hal bebas berpendapat, berserikat dan 

berkumpul.
1
 

 Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat yang terwujud dengan 

pembentukan Organisasi Kemasyarakat oleh sejumlah kelompok masyarakat 

adalah bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya dilindungi oleh 

hukum sebagai wujud nyata demokrasi.Ada peribahasa mengatakan bahwa 

―demokrasi tanpa hukum dapat menimbulkan anarki, sementara hukum tanpa 

                                                           
1
Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2016), 41. 
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demokrasi juga dapat menimbulkan sebuah kerugian.‖ Maksud dari peribahasa 

di atas adalah, demokrasi harus selalu dikawal oleh hukum agar beroperasi 

dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkis karena setiap 

orang dapat bertindak secara mandiri dengan kekuatannya. 

Organisasi Masyarakat ini disingkat (Ormas) yang berarti suatu peranan 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan 

yang adil dan makmur. Sehubungan itu, Organisasi Masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia 

yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai 

instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. 

Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 

keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

Keberadaan Organisasi Masyarakat memberikan ruang yang cukup luas 

kepada masyarakat untuk menerapkan kebebasan berkumpul dan berserikat dan 

menyampaikan pikirannya. Organisasi masyarakat juga merupakan sarana 

untuk menyalurkan pendapat maupun pemikiran kepada anggota masyarakat, 

dan mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi 

masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

bergerak menuju sebuah masyarakat yang takwa, cerdas, adil dan makmur. 

 Akhir-akhir ini sering sekali terjadi kekacauan yang disebabkan oleh 

sejumlah Organisasi Masyarakat seperti adanya bentrok antar Organisasi 

Masyarakat, hilangnya orang lain karena diduga ikut serta dalam Organisasi 

Masyarakat, hingga adanya Ormas yang dalam penyampaian pendapatnya 
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tidak dilakukan dengan aksi damai melainkan membuat keributan dengan aksi 

anarkis.
2
 Salah satu aksi nyata dari adanya Organisasi Masyarakat yang sering 

membuat keresahan di masyarakat adalah Front Pembela Islam (FPI). 

Semenjak dibentuknya Front Pembela Islam pada Tahun 1998 sudah sering 

melakukan aksi-aksi anarkis yang meresahkan masyarakat. 

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi yang resmi berdiri pada 

17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok 

Pesantren Al-Umm, Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI didirikan 

oleh sejumlah Haba‘ib, ulama, aktifis muslim dan umat Islam. Tokoh yang 

melapori berdirinya Front Pembela Islam adalah Habib Muhammad Rizieq 

Shihab. Sebagai Organisasi Islam, Front Pembeka Islam melakukan aktivitas 

keagamaan seperti tabligh akbar, audensi dan demontrasi. Merasa bagian dari 

masyarakat, Front Pembela Islam merasa memiliki kewajiban untuk berperan 

dalam hal yang positif demi kemajuan bangsa.
3
 Namun dalam kenyataannya, 

Front Pembela Islam, dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan Amar Ma‘ruf 

Nahi Mungkar yang di mana dalam aktivitasnya, Front Pembela Islam sering 

melakukan tindankan kekerasan. 

  Aksi Front Pembela Islam sering berujung konflik dengan masyarakat, 

karena aksi-aksi seperti sweeping yang dilakukan Front Pembela Islam tidak 

mendapatkan surat izin dari pihak kepolisian.  Front Pembela Islam sudah 

melewati batas kewenangannya sebagai Organisasi Masyarakat yang 

                                                           
2
Rian Thera, Analisis Hukum terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakata, Calyptra: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa 

Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014),8. 
3
Shihab, Dialog FPI – Amar Ma‘ruf Nahi Mungkar, 90. 
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seharusnya menjadi tugas dari penegak hukum yaitu kepolisian menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
4
 Selain 

itu pada  Nomor 2 Tahun 2017 juga melarang setiap Organisasi Masyarakat 

untuk melakukan tindakan yang seharusnya menjadi tugas dari penegak hukum 

sesuai aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut juga sudah 

melarang setiap Organisasi Masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, 

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum 

dan fasilitas sosial.
5
 Dilihat dari Undang-Undang tersebut bahwa tindakan yang 

dilakukan Front Pembela Islam telah bertentangan dengan hukum yang berlaku 

di Indonesia. 

Bukan hanya itu, FPI juga melakukan aksi di mana dalam penyampaian 

pendapat di muka umum dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 

di Muka Umum bahkan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain.
6
 

Dalam menyampaikan pendapat, Front Pembela Islam sering mengakhirinya 

dengan aksi anarkis seperti melempar batu, membawa senjata tajam dan 

menyerang pihak yang berwenang, serta aksi-aksi lainnya yang mengganggu 

ketertiban umum dan melanggar aturan perundang-undangan. 

Contoh tindakan melawan hukum yang dilakukan Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam seperti melakukan razia disejumlah 

tempat hiburan yang diduga melanggar jam buka seperti yang diatur dalam 

                                                           
4
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

5
 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

6
Mark Woodward, Front Pembela Islam: Demonisasi, kekerasan dan Negara di Indonesia, (2014), 

155. 
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Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004. Aksi tersebut dilakukan 

oleh sejumlah anggota Front Pembela Islam sekitar 500 anggota. Tujuan razia 

dilakukan di wilayah Selatan Kemang, di Kafe Star Deli. Kafe tersebut dalam 

kondisi tutup, namun para rombongan Front Pembela Islam merusak pintu 

Kafe yang terbuat dari aluminium dan menerobos masuk. Para rombongan 

Front Pembela Islam mengamuk dan merusak peralatan-peralatan yang ada di 

dalam Kafe. Setelah melakukan aksinya, Front Pembela Islam langsung 

meninggalkan Kafe tersebut. Dalam aksinya, sekelompok warga setempat tidak 

suka dengan aksi yang dilakukan Front Pembela Islam. Sekelompok warga 

menghadang sejumlah rombongan Front Pembela Islam dan terjadi bentrokan 

yang tidak dapat dicegah. Tidak lama Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta 

Selatan datang dan berusaha meredam bentrokan. Dalam bentrokan terdapat 

seorang tukang jamu yang bukan merupakan anggota Forum Masyarakat 

Kemang babak belur dihajar sejumlah anggota Front Pembela Islam.
7
 Selain 

kasus di atas, masih banyak kasus-kasus pidana lain yang dilakukan oleh 

Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam baik dari pemimpin maupun 

anggota-anggotanya. 

Melihat dari aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam yang 

menimbulkan anarkis, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya 

Front Pembela Islam.Tujuan berdirinya Front Pembela Islam yaitu melakukan 

amar ma’ruf nahi mungkar.
8
 Maksudnya dalam melaksanakan tujuannya, Front 

                                                           
7
 https://m.liputan6.com/news/read/89088/fpi-mengamuk-di-bulan-suci 

8
Al-Zastrouw Ng, Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI, (Yogyakarta: LKIS Pelangi 

Aksara, 2006), 91. 
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Pembela Islam lebih mengutamakan sikap yang lembut dan bijaksana untuk 

menasihati masyarakat dan mengajak untuk berbuat yang baik dengan tidak 

menggunakan aksi-aksi anarkis yang selayaknya tidak harus dilakukan.
9
 Selain 

itu Front Pembela Islam mempunyai tujuan lain untuk membantu pemerintah 

dalam menumpas kemaksiatan.
10

 Front Pembela Islam didirikan sebagai tujuan 

baik yang dapat membantu pemerintah. Namun pada kenyataannya, Front 

Pembela Islam dalam melakukan gerakannya tidak sesuai dengan tujuan 

tersebut dan sering sekali melakukan tindakan anarkis kepada masyarakat 

sehingga tidak memberikan langkah damai pada setiap aksinya bahkan sampai 

melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia 

Selain aksi-aksi yang anarkis, anggaran dasar Front Pembela Islam 

dalam pasal 6 dipermasalahkan oleh kementrian dalam negeri yang isinya 

menyebutkan visi dan misi Front Pembela Islam adalah  menerapkan syariat 

Islam secara menyeluruh di bawah naungan Kepemimpinan Islam. Dalam isi 

anggaran dasar Front Pembela Islam telah melanggar ideologi negara yaitu 

pancasila karena dalam anggaran dasar Front Pembela Islam tidak 

mencantumkan pancasila yang menjadi ideologi negara.
11 

Pada dasarnya sebagai Organisasi Masyarakt yang ada di Indonesia, 

Front Pembela Islam harus bisa mentaati aturan yang ada di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam teori hukum, Jimly berpendapat bahwa yang 

                                                           
9
Ibid. 

10
Ismail Hasani, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap 

Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakianan, (Jakarta:Setara Institut, 2011),117. 
11

Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART) 2013. 
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dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan suatu negara adalah hukum.
12

 

Untuk itu ketika Front Pembela Islam melakukan aksi-aksi yang tidak 

selayaknya sehingga melanggar ideologi negara, seharusnya pemerintah bisa 

bertindak tegas kepada oknum yang melakukan aksi tersebut. Tetapi 

pemerintah dalam menindak Front Pembela Islam yang melakukan tindakan 

kekerasan kurang tegas. Dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap 

aksi anarkis Front Pembela Islam yang mengancam keamanan, tuntutan atas 

pembubaran Organisasi Masyarakat yang anarkis menjadi mengemuka sembari 

pula mengancam negara yang seperti tidak mampu dan tidak mau melakukan 

tindakan tegas untuk menegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
13

 

Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam merupakan 

Organisasi Kemasyarakaan yang sering melanggar aturan yang telah 

ditetapkan. Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam sudah berakhir dan sampai saat ini 

masih belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. 

Setelah ditetapkannya  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, Ormas Front Pembela Islam masih sering melanggar aturan 

tersebut.Tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh Oraganisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam seperti melakukan tindak pidana 

terorisme, sering melakukan tindakan razia (sweiping) di masyarakat yang 

seharusnya itu adalah tugas dari penegak hukum dan terlibat dalam tindak 

pidana umum lainnya. Dengan kasus-kasus yang telah dilakukan oleh Ormas 

                                                           
12

Jimly Ashidiqie, Konsep Negaqqra Huku Indonesia, (2010), 1. 
13

Ibid 
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Front Pembela Islam ini, maka Ormas Front Pembela Islam dibubarkan karena 

sering melakukan tindakan melawan hukum, melanggar ideologi negara dan 

belum memperanjang surat keterangan terdaftar (SKT).
14

 

Melihat dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam, 

pemerintah harus melakukan tindakan tegas untuk melindungi hak kebebasan 

masyarakat lain yang merasa tidak nyaman dengan adanya Front Pembela 

Islam yang sering melakukan aksi anarkis. Mengenai pembubaran Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam, pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

membubarkan Organisasi Masyarakat yang melanggar hukum dengan 

menggunakan  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
15

 

Secara resmi pemerintah yang mengeluarkan izin atas berdirinya  Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam, sudah jelas bahwa pemerintah merupakan 

lembaga yang mengatur, membuat, serta menegakkan hukum yang seharusnya 

dan tidak boleh kalah dan takut dengan adanya Organisasi Masyarakat yang 

melakukan tindakan kekerasan. Maka pemerintah juga berhak mencabut surat 

izin tersebut kepada Organisasi Masyarakat yang telah melakukan pelanggaran 

sehingga tidak ada Organisasi Masyarakat lain yang melakukan tindakan 

anarkis seperti yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam dan tidak ada lagi yang ditakuti oleh masyarakat lain. 

Tindakan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela 

Islam sering sekali melanggar  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Tindakan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang 

                                                           
14

SKB Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 
15

 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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Organisasi Masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Front 

Pembela Islam adalah tindakan kekerasan yang merupakan tindak pidana 

dimana hal tersebut telah melanggar  Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pasal 59 

Ayat (3) yang isinya,
16

 Organisasi Masyarakat dilarang: 

1. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; 

2. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang 

dianut di Indonesia; 

3. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban 

umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; Dan/atau  

4. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain melanggar  Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59 Ayat (3), dalam 

Anggaran Dasar Ormas Front Pembela Islam juga bertentangan dengan 

ideologi Negara.Dengan kasus-kasus yang dilakukannya, maka Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam layak untuk dibubarkan karena sering 

melakukan tindakan melawan hukum. 

Dalam Hukum Pidana Islam, kasus pembubaran Organisasi Masyarakat 

Front Pembela Islam dapat bisa dikatakan Al-Baghyu karena dalam Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan enam menteri dan lembaga, FPI 

telah melanggar ideologi negara, Anggaran Dasar (AD) FPI bertentangan 

dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat , Front Pembela Islam tidak 

memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi 

                                                           
16

Ibid 
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Masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam sering 

bertentangan dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat seperti 

melakukan razia (sweeping), sering melakukan kekerasan, merusak fasilitas 

umum, serta tindak pidana yang lainya. Al-Baghyu bisa diartikan sebagai usaha 

melawan hukum.
17

  

Dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukannya, Front Pembela Islam 

telah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu, tindakan-

tindakan Front Pembela Islam tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, 

tetapi juga bertentangan dengan hukum pidana islam seperti yang sudah 

dijelaskan dalam Al-Baghyu. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mendapatkan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Front Pembela Islam sering melakukan tindakan anarkis di muka umum. 

2. Aksi anarkis Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam.  

3. Anggota Front Pembela Islam kerap sekali melakukan tindakan razia 

(sweping) di masyarakat. 

4. Anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan Undang-Undang 

yang berlaku. 

5. Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam mengancam ideologi 

negara dan UUD 1945. 

                                                           
17

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), 454 
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6. Analisi yuridis terhadap pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam.   

7. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pembubaran Front Pembela Islam, 

Berdasarkan idenifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi analisis 

pada batasan masalah sebagai berikut: 

1. Analisis yuridis terhadap pembubaran Organisasi Masyarakat Front 

Pembela Islam. 

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pembubaran Organisasi Masyarakat 

Front Pembela Islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan batasan masalah yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah yang 

akan diteliti diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam 

berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran organisasi 

kemasyarakatan Front Pembela Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Penulis telah mencari dan membaca-baca literatur yang berkaitan 

dengan judul ―Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 
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2017‖, tetapi penulis belum menemukan karya ilmiah yang mirip dengan 

penelitian ini. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan dengan 

pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh penulis, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Mansyur dengan judul skripsi ―Politik 

Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia 

(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)‖.
18

 Persamaan dalam 

skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek pembahasan yang 

sama-sama membahas terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, 

sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu nama organisasi 

kemasyarakatannya, dimana skripsi ini membahas tentang organisasi 

kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dan penulis membahas tentang 

organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Syarifuddin dengan judul skripsi ―Tinjauan 

Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum‖.
19

 

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada 

pembahasannya yang sama-sama membahas tentang pembubaran organisasi 

kemasyarakatan, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis 

pembahasan yang mana skripsi ini hanya menggunakan tinjauan yuridis 

                                                           
18

Moh. Mansyur, ―Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia 

(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)‖, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2019). 
19

Imam Syarifuddin, ―Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum, (Skripsi-- UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). 
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yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan penulis menggunakan 

tinjauan yuridis yaitu  Nomor 2 Tahun 2017 serta tinjauan hukum pidana 

islam. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, 

dengan judul ―Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi 

Masyarakat‖.
20

 Persamaan dalam jurnal ini dengan skripsi penulis terletak 

pada objek pembahasan yang sama membahas tentang pembubaran 

organisasi kemasyarakatan front pembela islam, sedangkan perbedaannya 

terletak pada analisis pembahasan yang mana jurnal ini hanya menggunakan 

tinjauan yuridis dan skripsi penulis menggunakan tinjauan yuridis serta 

hukum pidana islam. 

E. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela 

Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran 

organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. 

 

                                                           
20

Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, ―Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran 

Organisasi Masyarakat‖, (Jurnal—Universitas Katolik Widya Karya Jember, 2017). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, penulis berharap dalam penelitian ini 

mempunyai manfaat teoritis maupun praktis yang dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis (keilmuan) 

Harapan dari penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai kajian 

tentang hukum pidana islam, sebagai referensi dalam penelitian yang 

berkaitan dengan pembubaran Organisasi Masyarakat dan dapat digunakan 

sebagai sumber pembelajaran pada materi hukum pidana islam khususnya 

mengenai permasalahan pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam. 

2. Manfaat Praktis (terapan) 

Harapan dari hasil penelitian ini adalah supaya lembaga-lembaga 

penegak hukum seperti pihak Kepolisian bisa lebih tegas dalam menangani 

tindakan anarkis yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam yang sering meresahkan masyarakat lain dan Kementrian Hukum dan 

HAM tidak ada keraguan dalam membubarkan Organisasi Masyarakat Front 

Pembela Islam dengan alasan yang jelas dimana Organisasi Masyarakat 

Front Pembela Islam telah melanggar Ideologi Negara serta sering 

melakukan tindakan yang seharusnya tindakan tersebut adalah tugas dari 

penegak hukum. 
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G. Definisi Operasional 

Bertujuan memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam 

penafsiran sebuah kata-kata yang ada dipembahasan penelitian. Dengan begitu 

penulis mempunyai pikiran bahwa perlu adanya penjelasan tindak lanjut terkait 

istilah dalam memahami judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam 

Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam merupakan organisasi 

yang tidak lepas dari ajaran Islam yang akan membela nilai dan ajaran 

Islam.
21

 Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu organisasi 

kemasyarakatan yang telah dibubarkan karena masa berlaku Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) sudah habis dan belum memperpanjangnya. 

Front Pembela Islam juga sering terlibat tindak pidana terorisme dan tindak 

pidana umum lainnya serta kerap melakukan tindakan razia (sweeping).
22

 

2. Hukum Pidana Islam 

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan Jinayah yang merupakan 

suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara‘, baik berupa 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
23

 Yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah teori Al-Baghyu. Al-Baghyu sendiri merupakan 

suatu tindakan melawan hukum yang sah dengan terang-terangan 

                                                           
21

Jamhar, Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), 132. 
22

SKB Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 
23

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ AL-Jina’I Al-Islami, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‗Araby), 67. 
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memberontak pemerintah.Pemberontak yang dimaksud adalah tidak menaati 

aturan yang berlaku dan menolak kewajiban.
24

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan sebuah pedoman bagaimana cara-cara seorang 

ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu masalah yang 

dihadapi dalam lingkungannya.
25

 Sedangkan penelitian (research) berarti 

pencarian kembali.Maksud dari pencarian dalam penelitian tersebut adalah 

untuk mencari pengetahuan yang benar agar hasil pencarian tersebut dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dengan kata lain, 

penelitian (research) merupakan suatu upaya pencarian yang nilainya amat 

edukatif.
26

 

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang 

meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 

penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan 

diolah atau di analisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat: 

1. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data yang Bersifat Primer 

Dalam perspektif hukum sebagai ilmu normatif, maka didalam 

sebuah penelitian hukum tersebut tidak mengenal adanya sebuah sumber 

                                                           
24

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 454. 
25

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 6. 
26

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016), 19. 
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data melainkan bahan hukum.
27

 Akan tetapi Fakultas Syariah dan Hukum 

UINSA Surabaya mempunyai panduan sendiri yang menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif menggunakan sumber data.
28

 

Maka dari itu dalam penelitian ini sumber data yang bersifat primer 

adalah  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang 

menyatakan bahwa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh sebuah 

Organisasi Kemasyarakatan dan jika melanggar suatu aturan tersebut, 

maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat. 

Secara otomatis  Nomor 2 Tahun 2017 sangat membawahi pembubaran 

Organisasi Kemasyarakatan sehingga  tersebut menjadi sumber data 

primer. 

Selain  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan penetapan 

Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang juga bisa 

digunakan sebagai data primer karena SKB tersebut telah resmi ditanda 

tangani enam pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara.
29

 

Enam pejabat itu yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan 

Informatika, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, dan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                           
27

Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum-Edisi Revisi (Jakarta:Kencana, 2017, 181. 
28

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan 

Skripsi, ( Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),14. 
29

SKB Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 
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Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil 

dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder.
30

 Bahan-bahan data penunjang berisi literature 

yang berkaitan dengan materi, lantas dalam penelitian ini penulis 

mengambil beberapa sumber data sekunder seperti: 

1) Buku-buku tentang Al-Baghyu yang dapat dikaitkan dengan 

pembahasan, yaitu buku dari: 

a) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam 

(Fiqh Jinayah). 

b) Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. 

c) Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) 

2) Jurnal dan artikel yang membahas tentang pembubaran Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam. 

3) Koran-koran, majalah, dan juga berita online yang menunjukan 

kebenaran dalam kasus pembubaran Organisasi Masyarakat Front 

Pembela Islam. 

c. Bahan-bahan sumber data yang tidak bersinggungan langsung dengan 

hukum, yang fungsinya hanya untuk mempermudah pengelolaan dan 

penulisan dalam penelitian ini, seperti Balck’s Law Dictionary atau biasa 

disebut kamus hukum. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
30

Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana),44. 
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Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara peneliti dalam 

mengungkap dan menyempurnakan informasi untuk penguat penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research). Dalam metode penelitian kepustakaan, peneliti mengkaji dan 

mempelajari buku-buku, Koran-koran, dokumen maupun peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini serta melakukan 

pengumpulan bahan hukum melalui internet dengan cara melakukan 

download berbagai artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Teknik Pengolahan Data 

a. Proses Editing (pemeriksaan data), merupakan teknik dalam mengolah 

kata dan meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh terlebih utama 

lagi yakni dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan 

antara satu data dengan yang lainnya.
31

 Data diperiksa dari segi 

kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan antara hukum positif dengan 

beberapa buku yang terkait dengan Al-Baghyu 

b. Proses Organizing, yang berarti menyusun data yang diperoleh secara 

sistematis dan kemudian dirumuskan.
32

 Sehingga dapat terlihat jelas 

tentang hasil dari pendekatan teori Al-Baghyu terhadap  Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
33

 

4. Teknik Analisis Data 

                                                           
31

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2017), 200. 
32

Ibid. 
33

 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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Pada teknik analisis data dalam penelitian normatif ini, penulis 

menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu pengungkapan regulasi 

hukum yang berkaitan dengan implementasi hukum dimasyarakat yang 

bersangkutan dengan objek penelitian.
34

 Artinya, data yang diperoleh akan 

disajikan dalam bentuk deskriptif dengan berupa penjelasan dari data yang 

telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

skripsi ini yaitu tentang pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam. Setelah dijelaskan menggunakan analisis deskriptif, penulis akan 

melakukan analisa menggunakan pendekatan hukum pidana islam dan 

undang-undang tentang kasus tersebut yang selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. 

Dalam menganalisis permasalahan pada skripsi ini, penulis 

menggunakan pola pikir deduktif yang artinya pola pikir dari umum ke 

khusus.
35

 Pada pola pikir tersebut, penulis akan menjelaskan ketentuan 

hukum pidana islam menggunakan teori Al-Baghyu mengenai kasus yang 

dilakukan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam yang menyebabkan 

Organisasi Masyarakat tersebut dibubarkan secara umum, lalu dapat ditarik 

kesimpulan dari beberapa ketentuan umum tersebut pada kasus pembubaran 

Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. 

 

                                                           
34

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., 105. 
35

Ibid.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika pembahasan ini peneliti akan menjelaskan tentang 

sistematika penelitian dalam skripsi ini, sehingga mempermudah pembaca 

dalam memahaminya. Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun 

sistematika dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut: 

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu membahas terkait hukum pidana islam. Dalam hukum 

pidana islam ini, penulis menggunakan teori Al-Baghyu, yaitu: Pengertian Al-

Baghyu, unsur-unsur Al-Baghyu, hukuman terhadap Al-Baghyu, 

pertanggungjawaban pidana pelaku jarimah Al-Baghyu. 

Bab ketiga memuat tentang pembahasan terkait hukum positif dengan 

menggunakan  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat karena 

telah melanggar aturan tersebut, yaitu: Latar belakang ditetapkannya  Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Isi  Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Bab keempat membahas tentang  analisis dari  Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Organisasi Kemasyarakatan dan hukum pidana islam dalam teori Al-

Baghyu terhadap pembubaran organiasi kemasyarakatan Front Pembela Islam, 

yaitu: Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam 

berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
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dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

AL-BAGHYU  DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Pengertian Al-Baghyu 

Al-Baghyu secara etimologi mempunyai makna mencari, 

mengusahakan, atau memilih. Pengertian tersebut diambil dari beberapa 

Qur‘an surah Al-Hujurat, ayat (9) dan (10):
36

 

رن  ا ع ل ى الا  خ  ىه م  دن  بػ غ ت  ا ح 
ْۢ
اۚ ف ا ف  نػ ه م  ف تٰن  م ن  ال م ؤ م ن ين   اقػ تػ تػ ل و ا ف ا ص ل ح و ا بػ يػ  ل فػ ق ات ل وا الَّتِ   ك ا ف  ط اۤىِٕ

ؿ  ك ا ق   ل ع د  ا بِ  نػ ه م  ر  اللّنٰ  ۖف ا ف  ف اۤء ت  ف ا ص ل ح و ا بػ يػ  ء  ا لٰنى ا م 
ۤ
ط و ا ۗا فَّ اللّنٰ  يُ  بُّ تػ ب غ ي  ح تّنٰ ت ف ي  س 

ط ين      ال م ق س 

و ةه ف ا ص ل ح و ا بػ ين   ا خ و ي ك م  ك اتػَّق وا اللّنٰ  ل ع لَّك م  تػ ر حَ  و ف   نػ و ف  ا خ     ا نََّّ ا ال م ؤ م 

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku 

adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Secara terminologi, Al-Baghyu merupakan tindakan melawan hukum 

yang sudah ditetapkan pemerintah secara terang terangan. Dalam istilah islam, 

Al-Baghyu disebut pemberontak. Asy-Syafi‘i mengatakan, pemberontak adalah 

orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaati imam dan 

menolak kewajiban.
37

 

                                                           
36

 Al-Qur’an Surah Al-Hujurat Ayat (9) dan (10). 
37

 Mustofa Hasan dan Bani Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 454. 
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Dengan mengutip pendapat para ulama mazhab, Al-Baghyu secara 

terminologi dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, sebagai berikut:
38

 

1. Menurut Ulama Kalangan Malikiyah 

Al-Baghyu adalah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang 

dianggap sah kepemimpinannya dengan cara tidak melakukan kewajiban 

dan melakukan perlawanan.  

2. Menurut Ulama Kalangan Hanifiyah 

Al-Baghyu adalah sekumpulan kaum muslim yang menantang 

pemerintahan yang sah. Sikap menantang ini dilakukan karena menolak 

kebenaran yang wajib den memerangi jamaah kaum muslim yang lain 

dengan dalih hukum yang mereka yakini.
39

 

3. Menurut Ulama Kalangan Syafi‘iyah 

Al-Baghyu adalah kumpulan kaum muslim yang membengkang terhadap 

pemguasa dengan cara menolak melaksanakan kewajiban yang ditujukan 

kepada mereka, dengan adanya tokoh tersendiri yang di ikuti di kalangan 

mereka.
40

 

4. Menurut Ulama Kalangan Hanabilah 

Al-Baghyu adalah kelompok orang yang keluar dari ketundukan 

penguasa. Walaupun tidak ada tokoh yang dianut, kelompok ini memiliki 

kekuatan 

                                                           
38

 Abdul Qodir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami, (Beirut: Mu‘assasah Al-Risalah, 1992), jilid 

II, 673. 
39

 Ibid. 
40

 Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbasq Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi 

Al-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj, (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa 

Auladuh, 1938), jilid VII, .382-383. 
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Dalam penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberontak 

(Al-Baghyu) merupakan sekelompok orang muslim yang melanggar aturan 

pemerintah yang sah. Mereka menolak kewajiban yang diperintahkan dan 

memerangi jamaah kaum muslim yang lain dengan dalih hukum yang mereka 

pahami dan yakini sehingga mereka mengaku bahwa mereka yang paling 

benar. Jadi, orang-orang yang seperti inilah yang wajib diperangi oleh kaum 

muslim bersama dengan pemerintah yang adil.
41

 

B. Unsur-Unsur Al-Baghyu 

Setelah adanya pemaparan definisi Al-Baghyu menurut para ulama 

mazhab. Abdul Qadir Audah menyimpulkan bahwa Al-Baghyu adalah 

seseorang yang keluar dari kepemimpinannya dengan membengkan aturan 

yang ada.
42

 Dengan demikian, ada rukun penting dalam tindak pidana 

pemberontakan, yaitu: 

1. Pemberontakan terhadap Pemimpin Negara yang Sah dan Berdaulat 

Maksudnya adalah upaya untuk membengkang kepemimpinan negara 

dengan cara tidak mematuhi aturan negara dan tidak mau menjalankan 

kewajibannya sebagi warga negara. 

Dengan demikian, para ulama fiqh menyatakan tidak bisa dikatakan Al-

Baghyu jika pemberontakan muncul karena pemerintah yang sah 

mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat. Alasan para ulama terdapat 

dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

                                                           
41

 Mustofa Hasan dan Bani Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 454. 
42

 Abdul Qodir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami,(Beirut: Mu‘assah Al-Risalah, 1992), Jilid II. 

673. 
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Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 

―mendengar dan menaati pemimpin hukumnya haq (wajib) selama tidak 

memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, 

tidak wajib mendengar dan menaati. (HR. Al-Bukhari).‖ 

Dengan demikian, seorang muslim harus taat kepada aturan pemimpin 

baik dalam hal yang disenangi maupun yang dibenci selagi aturan itu tidak 

memerintahkan untuk berbuat maksiat.  

2. Dilakukan Secara Demontratif 

Dilakukan secara demontratif maksudnya adalah dengan didukung 

oleh kekuatan bersenjata. Jadi, ulama fiqh mengatakan bahwa sikap 

menolak kepala negara yang diangkat dengan cara aklamasi maka itu bukan 

termasuk Al-Baghyu. Contohnya seperti sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin 

Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin 

Mu‘awiyyah. Mereka tidak termasuk Al-Baghyu karena sikap mereka tidak 

demontratif. 

3. Termasuk Perbuatan Pidana 

Maksudnya adalah membengkang pemerintah dengan melakukan 

usaha menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara melakukan tindakan 

pidana. Ulama fiqh berpendapat jika tindakan pelaku tersebut tidak 

berniatan menggulingkan pemerintah dan tidak pula melakukan tindakan 

pidana seperti membunuh, merampas, merusak fasilitas umum dan lain 

sebainya, maka hal tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai Al-Baghyu. 
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C. Hukuman Terhadap Al-Baghyu 

Hukuman bagi yang melakukan pemberontakan terhadap negara, 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‘an yang menerangkan kewajiban 

memerangi pemberontak terdapat dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 9 dan 10, 

sebagai berikut:
43

 

رن  ا ع ل ى الا  خ  ىه م  دن  بػ غ ت  ا ح 
ْۢ
اۚ ف ا ف  نػ ه م  ف تٰن  م ن  ال م ؤ م ن ين   اقػ تػ تػ ل و ا ف ا ص ل ح و ا بػ يػ  ل فػ ق ات ل وا الَّتِ   ك ا ف  ط اۤىِٕ

ؿ  ك ا ق   ل ع د  ا بِ  نػ ه م  ر  اللّنٰ  ۖف ا ف  ف اۤء ت  ف ا ص ل ح و ا بػ يػ  ء  ا لٰنى ا م 
ۤ
ط و ا ۗا فَّ اللّنٰ  يُ  بُّ تػ ب غ ي  ح تّنٰ ت ف ي  س 

ط ين      ال م ق س 

و ةه ف ا ص ل ح و ا بػ ين   ا خ و ي ك م  ك اتػَّق وا اللّنٰ  ل ع لَّك م  تػ ر حَ  و ف   نػ و ف  ا خ     ا نََّّ ا ال م ؤ م 

 

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku 

adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Menurut firman Allah, jika pemberontakan dilakukan oleh kaum 

muslim kepada kaum muslim yang lain, apalagi pemberontakan itu dilakukan 

kepada pemimpin yang sah. Hukumnya wajib untuk memerangi pemberontak 

jika memeranginya atas perintah dari imam atau pemimpin yang sah. 

Dalam pendapatnya, ulama fiqh membagi jarimah pemberontakan 

menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
43

 Al-Qur’an Surah Al-Hujurat Ayat (9) dan (10). 
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1. Para pemberontak yang tidak memiliki daya tembak dan tidak menguasai 

wilayah tertentu sebagai basis mereka, maka pemerintah bisa memenjarakan 

mereka sampai mereka bertaubat. 

Para pemberontak yang memiliki daya tembak dan menguasai suatu daerah, 

maka pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan Q.S. Al-Hujurat 

ayat 9 yang telah dijelaskan di atas.
44

 Jika tindakan ini disambut dengan 

kekuatan bersenjata maka pemerintah boleh memeranginya. Selain dalam 

Q.S. Al-hujurat ayat 9, langkah tegas lain pemerintah juga didasarkan oleh 

firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut:
45

 

ل ع ل ي ك م    ف م ن  اع ت دن
ۗ
ت  ق ص اصه ر  الْ  ر ا ـ ك الْ  ر من لشَّه   ـ بِ  ر  الْ  ر ا ل  ا لشَّه  ف اع ت د ك ا ع ل ي ه  بِ  ث ل  م ا اع ت دن

 ع ل ي ك م  ۖ ك اتػَّق وا اللّنٰ  ك اع ل م و ىا ا فَّ اللّنٰ  م ع  ال م تَّق ين   

 ―Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, 

Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang 

kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang 

yang bertakwa.‖ 
 

Dengan dasar fiman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194, para 

pemberontak dikenakan sanksi karena telah melakukan jarimah. Dalam 

sanksi jarimah ini dijelaskan dalam Hadist yang artinya sebagai berikut: 

Dari Furjah bin Suraih, ia berkata, ―aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, ―barang siapa yang menyerang kalian, padahal kalian berada 

dalam sebuah kesepakatan, sedangkan orang tersebut bermaksud 

mengacaukan persatuan kalian maka bunuhlah ia.‖ (HR. Muslim). 

                                                           
44

 Al-Qur‘an Surah Al-Hujurat Ayat 9 
45

 Al-Qur‘an Surah Al-Baqarah ayat 194 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan 

pelaku Al-Baghyu dan memerangi pelaku Al-Baghyu tidak boleh terburu 

buru dan harus hati-hati. Karena mereka bukanlah musuh pemerintah yang 

harus dibunuh, melainkan berhadapan dengan pihak yang kurang suka 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga mereka kecewa dan 

melakukan hal tersebut. Maka dari itu, untuk menjatuhkan sanksi benar-

benar harus berhati-hati. 

D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Jarimah Al-Baghyu 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jarimah Al-Baghyu 

berkaitan dengan waktu terjadinya jarimah, yaitu (1) sebelum dan sesudah 

pemberontakan dan (2) pada saat terjadi pemberontakan.
46

 

1. Pertanggungjawaban sebelum dan sesudah pemberontakan 

Pemberontakan merupakan suatu tindakan melawan pemerintah yang sah. 

Oleh sebab itu, tindakan pemberontakan yang bersifat pidana yang mereka 

lakukan sebelum atau sesudah pemberontakan, mereka wajib untuk 

mempertanggungjawabkan. Maksud tindakan pidananya seperti melakukan 

pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Dari tindak pidana yang mereka 

lakukan, mereka harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang 

mereka lakukan. Jika mereka membunuh maka akan diqishash, jika mereka 

                                                           
46

 Abdul Qodir Audah, Al-Tasyri‘ Al-Jina‘I Al-Islami, Jilid II, 697. 
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mencuri, tangan mereka dipotong, dan jika mereka memperkosa akan 

dikenakan hukuman zina.
47

 

2. Pertanggungjawaban pada saat terjadi pemberontakan 

Dalam pertanggungjawaban pada saat terjadi pemberontakan ada dua 

macam, yaitu: 

a. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan 

Maksudnya adalah melakukan tindakan merusak fasilitas umum 

seperti  merusak jembatan, merusak gedung pemerintah, dan membunuh 

atau menawan para pejabat. Tindakan yang seperti itu tidak dihukum 

dengan jarimah biasa melainkan dengan jarimah pemberontakan. Yaitu 

dengan hukuman mati tanpa ada pengampunan. Dengan melakukan 

perlawanan supaya bisa menghentikan pemberontakannya. Apabila mereka 

telah menyerah dan meletakkan senjata, maka perlawanan harus dihentikan 

dan mereka akan dijamin keselamatannya baik keselamatan jiwa mereka 

maupun keselamatan harta mereka. Lalu, selanjutnya pemerintah boleh 

mengampuninya maupun menghukumnya dengan hukuman ta‘zir atas 

tindakan pemberontakan yang mereka lakukan.
48

 

b. Tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan 

Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang terjadi saat 

peristiwa pertempuran tetapi berkaitan dengan pemberontakan, seperti 

pemerkosaan, zina, dan minum-minuman keras dan dianggap sebagai 

jarimah, sedangkan pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman hudud 

                                                           
47

 Ibid, 698. 
48

 Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam), (Palembang: Rafah Press, 2020), 181. 
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dengan jarimah yang telah mereka lakukan. Dengan demikian jika ada 

seseorang yang melakukan zina pada waktu pemberontakan maka ia akan 

dikenakan hukuman jera seratus kali dan ditambah dengan pengasingan.
49
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BAB III 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

DAN PERISTIWA PIDANANA PEMBUBARAN ORGANISASI 

MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM 

A. Latar Belakang ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017  

1. Definisi Perppu 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) adalah 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh presiden yang di 

bentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengatur lebih 

lanjut UUD 1945. 

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 1945 

menyatakan bahwa: 

―Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang ―. 

Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa, Undang-Undang memiliki 

kedudukan yang sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. Dengan kedudukannya yang sejajar, maka kedudukan Norma 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga sejajar dengan 

Undang-Undang.
50
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2. Munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan hasil dari musyawarah lalu 

dilakukan pengesahan oleh DPR dari Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu) yang juga merupakan salah satu produk hukum 

yang diakui dalam tata hukum dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. 

Karena keberadaannya sejaajar dengan Undang-Undang. Hal tersebut dapat 

dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan.
51

 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi 

yang didirikan dan dibentuk dengan sukarela oleh masyarakat berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendakk, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Kesastuan 

Negara Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
52

 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

terdapat larangan-larangan, yaitu: 

                                                           
51

 Imam Sarifuddin, Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum, (Jakarta:2019),  

47. 
52

 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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a. Organisasi Masyarakat dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, 

atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut 

lembaga pemerintahan; 

b. Organisasi Masyarakat dengan tanpa izin menggunakan nama, 

lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional 

menjadi nama, lambang, atau bendera Organisasi Masyarakat; 

c. Dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara 

keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar 

Ormas lain atau partai polotik. 

d. Organisasi Masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan 

terhadap suku, agama, rasa tau golongan; 

e. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama 

yang dianut di Indonesia; 

f. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan 

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

g. Dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan. 

h. Organisasi Masyarakat juga dilarang melakukan kegiatan separatis 

yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, 

mengembangkan, serta 

i. Menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. 
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Organisasi Masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah 

ditetapkan tersebut akan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi 

pidana yang ditetapkan dalam Pasal 60 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang dimaksud sanksi 

administratif sebagai berikut:
53

 

1. Peringatan tertulis 

2. Penghrentian kegiatan; dan/atau 

3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan 

hukum. 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang dimaksud sanksi pidana 

sebagai berikut: 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyrakatan telah ditegaskan bahwa setiap anggota maupun pengurus 

Organisasi Masyarakat yang dengan sengaja dan secara tidak langsung 

melanggar ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu 

melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban 

umum, atau merusak fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan 

melakukan kegiatan yang seharusnya tugas dari penegak hukum dan bukan 

tugas mereka, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
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Perundang-Undangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun. 

Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, setiap anggota dari Organisasi Masyarakat ataupun 

pengurusnya yang dengan sengaja dan secara tidak langsung melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan 

permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan 

penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di 

Indonesia. Dan pada ayat (4) yaitu melakukan tindakan separatis yang 

mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau 

menganut, mengembangkan serta menebarkan ajaran atau paham yang 

bertentangan dengan Pancasila. Dalam ketetapan Perppu tersebut yang 

melakukan tindakan-tindakan yang tertulis pada pasal di atas akan 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun.
54

 

3. Pro dan Kontra Undang-Undang Ormas 

Dalam diterapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ternyata 

                                                           
54

 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 60 Ayat (2). 
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menimbulkan polemik.
55

 Banyak kritik dari masyarakat berupa penolakan 

terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satunya yaitu 

Ormas tersebut berupaya mengganti ideologi negara (Pancasila) dengan 

ideologi yang di anut. Namun masyarakat meragukan pernyataan mengenai 

unsur kepentingan tersebut. terlebih Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, karena dinilai bisa mengancam kebebasan hak masyarakat 

untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi.  

B. Isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
56

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5430) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
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hukum-tata-negara-2/ 
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 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
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a. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya dibuat Ormas adalah 

ordanisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar 

Organisasi Masyarakat. 

c. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah 

peraturan yang dibentuk senagai penjabaran AD Organisasi Masyarakat. 

d. Pemerintah adalah Presiden Republ;ik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang dalam negeri.  

 

2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
57

 

Pasal 59 
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a. Organisasi Masyarakat dilarang: 

1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama 

dengan nama, lambing, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; 

2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambing, bendera Negara lain 

atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau 

bendera Organisasi Masyarakat;/atau 

3) Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang 

mempunyai persamaan pada pokokmya atau keseluruhannya dengan 

nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Masyarakat 

lain atau partai politik. 

b. Organisasi Masyarakat dilarang 

1) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan 

dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;dan/atau 

2) Mengumpulkan dana untuk partai politik 

c. Organisasi Masyarakat dilarang  

1) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,agama,ras,atau 

golongan; 

2) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama 

yang dianut di Indonesia; 

3) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan 

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas 

sosial;dan/atau 
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4) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Organisasi Masyarakat dilarang  

1) Menggunakan nama, lembaga, bendera, atau symbol organisasi yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan 

nama, bendera, atau symbol organisasi gerakan separatis atau 

organisasi terlarang; 

2) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan republic 

Indonesia; dan/ atau 

3) Menganut, pengembangan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang 

bertentangan dengan pancasila. 

3. Ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
58

 

 Pasal 60  

a. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 

pasal 51, dan pasal 59 ayat(1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. 

b. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 

dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administrative dan/ atau 

sanksi pidana. 

4. Ketentuan pasal 61 di ubah sehingga berbunyi sebagai brikut;
59

 

Pasal 61 

a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) 

terdiri atas; 
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 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 60. 
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1) Peringatan tertulis; 

2) Penghentisn kegiatan; dan/ atau 

3) Pencabutan  surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan 

hukum. 

b. Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selain di kenakan sanksi administrstif 

senbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a  dan huruf  b juga 

dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) 

berupa; 

1) pencabutan surat keterangan terdaftar oleh materi; atau 

2) pencabutan status badan hukum oleh materi yang menyelenggarakan 

urusan pemrintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. 

d. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Materi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari 

instansi terkait; 

5. Kentuan pasal 62 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut;
60

 

Pasal 62 

a. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf  

a diberikan hanya 1 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan  
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 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 62. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

 

b. dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mentri dan mentri yang 

menyelenggaran urusan pemetintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi pengertian 

kegiatan. 

c. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentia kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mentri dan mentri yang 

menyelenggarakn urusan pemrintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat 

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. 

Pada nomor 6 sampai nomor 23 yang berisi ketentuan Pasal 63 sampai Pasal 80 

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah dihapus. 

24. Di antara pasal 80 dan pasal 81 di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 80A 

yang berbunyi sebagai berikut;
61

 

Pasal 80A 

Pencabutan status badan hukum ormas sebaagaimana dimaksud dalam 

pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekalugus dinyatakan bubar 

berdasarkan peraturan pemrintah pengganti undang-undanga ini. 

Pada nomor 25 yang seharusnya berisi tentang ketentuan Pasal 81 yang 

dihapus karena Pasal 81 telah disisipkan menjadi satu dengan Pasal 80 
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26. Di anatara BAB XVII dan BAB XVIII di sisipkan 1 ( satu) BAB, yakni 

BAB XVIIA yang berbunyi sebagai berikut; 

 

BAB XVIIA 

KETENTUAN PIDANA 

27. Di antara pasal 82 dan pasal 83 di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 82A 

yang berbunyi sebagai berikut;
62

 

Pasal 82A 

a. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang 

dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) 

tahun. 

b. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang 

dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan 

huruf b, dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) Tahun. 

c. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan pidana. 
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28. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23 a 

yang berbunyi sebagai berikut:
63

 

Pasal 83A 

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai 

berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang ini. 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku 

pada tanggal di Undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 Dalam berbagai pasal yang tercantum di dalam isi Perppu nomor 2 

tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang di tulis di atas 

adalah pasal-pasal yang di ubah dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang 

organisasi kemasyarakatan. Undang-undang tersebut di ubah karena 

masih ada kekurangan seperti adanya kekosongan hukum, yaitu belum 
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 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 83A. 
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mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan 

dengan ideologi Negara (Pancasila).
64

 

C. Peristiwa Pidana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front 

Pembela Islam. 

Organisasi Masyarakat yang ingin memiliki keterangan dan berbadan 

hukum harus mendaftarkan ke pemerintah, setiap pendaftaran diberi waktu 

dalam jangka 5 tahun. Sebelum habis jangka waktu yang diberikan, Organisasi 

Masyarakat harus menyerahkan SKT ke Kemendagri. ucapnya. Jika pihak 

Front Pembela Islam ingim memperbarui Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD ART), Organisasi Masyarakat harus sesuai dengan UU 

yang berlaku. Akan tetapi, Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam masih 

ngotot menggunakan AD ART yang lama sebagai acuan mendaftarkan kembali 

perizinan FPI kepada pemerintah.65
 

Aksi-aksi Front Pembela Islam sering menimbulkan konflik dan 

melanggar hukum, seperti sweeping yang dilakukannya tidak mendapatkan 

surat izin dari kepolisian. Selain itu dalam menyampaikan pendapat dimuka 

umum, Front Pembela Islam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum.
66

 Front Pembela Islam juga sering kali melakukan 

tindak pidana. Untuk sanksi yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat 
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 Ibid. 
65

 https://nasional.sindonews.com/read/299646/12/mahfud-md-buka-bukaan-alasan-pemerintah-

bubarkan-fpi-1610514062 
66

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum. 
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Front Pembela Islam terdapat pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (3) yang telah di jelaskan di dalam 

isi Perppu diatas. 

Tindakan-tindakan Front Pembela Islam yang di anggap sebagai 

pemberontak juga terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam seperti contoh yang dimaksud di dalam 

Surat Keputusan Bersama pada huruf e yaitu ―bahwa pengurus/atau anggota 

Front Pembela Islam maupun yang pernah bergabung dengan Front Pembela 

Islam berdasarkan data, orang terlibat tindak pidana terorisme sebanyak 35 

orang dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana, selain itu yang terlibat 

dalam tindak pidana umum lainnya sebanyak 2016 orang dan 100 orang 

diantaranya telah dijatuhi pidana.‖ Dalam Surat Keputusan Bersama Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam pada huruf f juga terdapat pelanggaran 

yang dilakukan oleh Front Pembela Islam yaitu kerap sekali melakukan 

berbagai tindakan razia (sweeping) di tengah-tengah masyarakat, yang 

sebenarnya hal tersebut merupakan tugas dari wewenang Aparat Penegak 

Hukum.
67

 

Contoh tindakan melawan hukum yang dilakukan Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam seperti melakukan razia disejumlah 

tempat hiburan yang diduga melanggar jam buka seperti yang diatur dalam 

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004. Aksi tersebut dilakukan 

oleh sejumlah anggota Front Pembela Islam sekitar 500 anggota. Tujuan razia 
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 Surat Keputusan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 
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dilakukan di wilayah Selatan Kemang, di Kafe Star Deli. Kafe tersebut dalam 

kondisi tutup, namun para rombongan Front Pembela Islam merusak pintu 

Kafe yang terbuat dari aluminium dan menerobos masuk. Para rombongan 

Front Pembela Islam mengamuk dan merusak peralatan-peralatan yang ada di 

dalam Kafe. Setelah melakukan aksinya, Front Pembela Islam langsung 

meninggalkan Kafe tersebut. Dalam aksinya, sekelompok warga setempat tidak 

suka dengan aksi yang dilakukan Front Pembela Islam. Sekelompok warga 

menghadang sejumlah rombongan Front Pembela Islam dan terjadi bentrokan 

yang tidak dapat dicegah. Tidak lama Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta 

Selatan datang dan berusaha meredam bentrokan. Dalam bentrokan terdapat 

seorang tukang jamu yang bukan merupakan anggota Forum Masyarakat 

Kemang babak belur dihajar sejumlah anggota Front Pembela Islam.
68

 Selain 

kasus di atas, masih banyak kasus-kasus pidana lain yang dilakukan oleh 

Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam baik dari pemimpin maupun 

anggota-anggotanya. 

Melihat dari aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam dalam 

contoh di atas, aksi tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya Front 

Pembela Islam. Dalam kegiatannya, seharusnya Front Pembela Islam lebih 

mengutamakan sikap yang baik, lembut dan bijaksana terhadap masyarakat dan 

mengajak masyarakat untuk berbuat baik. Selain itu Front Pembela Islam 

mempunyai tujuan lain untuk membantu pemerintah dalam menumpas 
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 https://m.liputan6.com/news/read/89088/fpi-mengamuk-di-bulan-suci 
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kemaksiatan.
69

 Front Pembela Islam didirikan sebagai tujuan baik yang dapat 

membantu pemerintah. Namun pada kenyataannya, Front Pembela Islam dalam 

melakukan gerakannya tidak sesuai dengan tujuan tersebut dan sering sekali 

melakukan tindakan anarkis kepada masyarakat sehingga tidak memberikan 

langkah damai pada setiap aksinya bahkan sampai melanggar hukum positif 

yang berlaku di Indonesia. Melihat dari aksi-aksi yang dilakukannya, Front 

Pembela Islam sudah sepantasnya dibubarkan karena sudah sering melakukan 

tindak pidana dan hal tersebut telah melanggar hukum.  
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Ismail Hasani, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap 

Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakianan, (Jakarta:Setara Institut, 2011),117. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

FRONT PEMBELA ISLAM 

A. Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela 

Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

 Organisasi masyarakat Front Pembela Islam adalah suatu peranan dari 

masyarakat tertentu yang melaksanakan pembangunan demi terciptanya 

kehidupan yang adil dan makmur. Keberadaan organisasi kemasyarakatan 

ini memberikan ruang yang cukup luas kepada masyarakat untuk 

menerapkan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan 

pikirannya. Selain itu, Organiosasi Kemasyarakatan juga merupakan saran 

untuk menyalurkan pendapat kepada anggota masyarakat dan mempunyai 

peran yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju kehidupan 

yang adil dan makmur. 

 Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam merupakan Ormas 

yang sering melakukan aksi yang berujung konflik dengan masyarakat 

karena masyarakat menganggap bahwa Front Pembela Islam tidak 

mengeluarkan surat izin dari kepolisian terhadap aksi-aksi yang 

dilakukannya.
70

 Dalam aksinya, FPI telah melewati batas kewenangannya 

sebagai Ormas yang menjadi fungsi dan tugas penegak hukum yaitu 
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 Manunggal K Wardaya, Supra note 1 44. 
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Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
71

 Selain itu pada Perppu Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan melarang setiap ormas 

untuk melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 

hukum sesuai deng ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

undang-Undang tersebut juga melarang setiap ormas untuk melakukan 

tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau 

merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
72

 Dilihat dari kedua Undang-

Undang tersebut sudah jelas bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan 

Ormas FPI dalam aksi-aksinya telah bertentangan dengan dengan hukum 

yang telah ditetapkan di Indonesia. 

 Bukan hanya itu, bahkan FPI juga sering melakukan aksi dimana dalam 

menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan dengan cara yang 

melanggar Undan-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No.9 Tahun 1998).
73

 

 Dalam hukum pidana positif di Indonesia, pemberontakan lebih dikenal 

dengan istilah makar, makar dapat diartikan sebagai pemberontak ataupun 

penyerangan. Melihat dari aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI dapat 

dikatakan sebagai makar dan hal tersebut berkaitan dengan Perppu Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
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 Surat Keputusan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. 
72

 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
73

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 
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Organisasi Kemasyarakatan, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 

Juli 2017. Undang-Undang tersebut diganti karena ada kekosongan hukum 

yaitu belum mengatur secara komperehensif mengenai keormasan yang 

bertentangan dengan ideologi Negara. 

 Mengenai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Di 

dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan 

terdapat dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Maksud 

dari sanksi administratif menurut Perppu di atas, yaitu peringatan tertulis, 

penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau 

pencabutan status badan hukum. Untuk ketentuan pidana dalam Perppu 

terdapat dalam pasal 80A yang isinya ―bahwa setiap orang yang menjadi 

anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung 

atau tidak langsung melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud 

pada pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, di pidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Pelanggaran yang ada dalam 

pasal 59 ayat (3) huruf c dan d yaitu melakukan tindakan kekerasan, 

menganggu ketentraman dan ketertiban hukum, merusak fasilitas umum dan 

fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang 

penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 Selain orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang 

dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar 

ketentuan sebagaimana di maksud melanggar pasal 59 ayat (3) huruf a dan 

huruf b, dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
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pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Yang di 

maksud pelanggaran pada pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b yaitu 

melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, 

melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang 

di anut di Indonesia.
74

 

 Ada beberapa bagian dalam Perppu tersebut yang menimbulkan 

kontroversial ditengah masyarakat mengenai sanksi pidana dan pembubaran 

ormas. dalam pasal 62 ayat (3) yang memberikan kewenangan penuh 

kepada eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum ormas yang di 

dalam pasal 80A di tegaskan sebagai pembubaran ormas. ketentuan tersebut 

sangat suyektif dan memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah untuk 

memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa 

ada mekanisme peradilan. Wewenang pembubaran ormas yang 

tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif akan menciptakan Negara 

kekuasaan bukan Negara hukum. Sedangkan dalam konsep Negara hukum 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sentalistik.  

 Dalam tindak pidana pemberontakan juga terdapat sanksi-sanksi lain 

yang tertulis di dalam KUHP, Buku kedua tentang kejahatan, yaitu pada  

Bab 1 tentang kejahatan terhadap keamanan negara:
75

 

Pasal 104 

Makar dengan maksud membunuh Presiden maupun jajarannya dengan 

maksud untuk merampas kemerdekaannya atau menjadikan mereka tidak 
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 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 Ayat (3) 
75

 Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun. 

Pasal 106 

Jika makar dilakukan dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya 

atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk 

memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, 

paling lama dua puluh tahun. 

Pasal 107 

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1, diancam dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun. 

Pasal 108 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena 

pemberontakan: 

Ke-1. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata; 

Ke-2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu 

bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan 

senjata. 
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(2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun.  

  Selain sanksi tertulis didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Organisasi Kemasyarakatan, tindakan pemberontakan atau 

dalam hukum pidana positif di Indonesia yang biasa disebut dengan 

makar, juga terdapat sanksi tertulis lainnya dalam Pasal-pasal yang ada 

di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.   

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan Front Pembela Islam.  

 Penegakan hukum adalah sebuah rangkain proses hukuman terhadap 

semua orang yang melanggar aturan hukum yang selanjutnya pelaksanaan 

sanksi harus mengikuti ketentuan yang sudah ada didalam hukum islam 

yang bersumber dari Al-Qur‘an dan hadist.
76

 

 Suatu hukuman tidak akan terasa manfaat apabila penegakannya tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar dan akan 

menyebabkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan 

tujuan utama hukuman tidak tercapai.
77

 

 Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur‘an Surah An-Nisa ayat 135 

tentang penegakan hukum:
78

 

                                                           
76

 Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta 

Timur: Prenada Media Group, 2018), 149. 
77

 Amrullah Ahmad, Dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 

60 Tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin,S.H, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 24. 
78

 Agus Hidayatullah Dkk, Alwasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah 

Per Kata, (Bekasi:Cipta Bagus Sagara, 2013), 100. 
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ك م  ا ك  ال و ا اۤء  للّ نٰ  ك ل و  ع لنىى ا نػ ف س  ط  ش ه د  ل ق س  نػ و ا قػ وَّام ين   بِ  ي  يٰنى يػُّه ا الَّذ ي ن  انم نػ و ا ك و  ۚ  ل د  ن  ك الا  قػ ر ب ين  
اۗ ف لا  تػ تَّب ع وا الْ  ونىل ا ف  تػ ع د ل و ا ۚ ك ا ف  تػ ل و اٗ  ا ف  يَّك ن  غ ن يِّا ا ك  ف ق يػ رنا ف اللّنٰ  ا ك لٰن بِ  م   ف ا فَّ  تػ ع ر ض و ا ا ك   ىَ

ب يػ رن  تػ ع م ل و ف   بِ  ا ك اف   اللّنٰ    اخ 

―Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan‖. 

 

 Apabila hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta di dalam 

masyarakat. Tugas penting dari seluruh lapisan masyarakat baik aparat 

penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk senantiasa mengawal 

hukum agar selalu diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Keadilan dalam 

hukum ditentukan oleh tujuannya. Maka dari itu, konsep keadilan dalam 

hukum islam mempunyai perbedaan dengan hukum sipil. Tujuan dari kedua 

hukum itu berbeda, suatu keadilan dalam hukum islam bergantuk pada 

keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia tidak mungkin 

bisa mengukur suatu keadilan dengan benar dan tepat. Keimanan disini 

mendahului pengertian karena segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum sipil, digantungkan secara 

keseluruhan kepada penalaran manusia. 

 Pada kasus pembubaran ormas FPI berkaitan dengan albaghyu. 

Albaghyu dapat di artikan sebagai pemberontakan. Maksudnya, melawan 

hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembubaran ormas FPI 
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dilakukan karena ormas tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang 

telah ditetapkan.  

 Secara bahasa, pemberontakan berarti menuntut sesuatu. Secara istilah 

pemberontakan adalah menuntut sesuatu yang tidak benar dan tidak halal 

yaitu berupa kezaliman. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT Q.S. 

Al-A‘raf ayat 33, sebagai berikut
79

 

رَّ ـ ر بّٰ   ال ف و   للّنٰ  م ا ق ل  ا نََّّ ا ح  ر ك و ا بِ  نػ ه ا ك م ا ب ط ن  ك الا  ثْ   ك ال بػ غ ي  ب غ ير   الْ  قٰ  ك ا ف  ت ش  ش  م ا ظ ه ر  م  اح 
 تػ ع ل م و ف   لا   م ا اللّنٰ   ع ل ى تػ ق و ل و ا كَّا ف   س ل طنننا ٗ  لَ   يػ نػ زٰ ؿ  ب ه

Katakanlah (Muhammad): "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang 

keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 

melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa 

yang tidak kamu ketahui." 

 

 Di dalam buku M. Nurul Irfan dan Masyirofah, fikih jinayah. Secara 

etimologi pemberontakan di sebut dengan istilah al baghyu yang berasal 

dari kata َََابَ غْيَ -يَ بْغِي-بغ) ) yang berarti menuntut sesuatu. Pengertian tersebut 

kemudian digunakan untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, 

baik karena kezaliman maupun dosa yang sangat besar.
80

 Secara 

terminologis al baghyu adalah usaha melawan pemerintah yang sah dengan 

terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak 

mengindahkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
81

  

 Pemberontakan adalah sekelompok kaum muslim yang tidak menaati 

pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan kewajiban yang 

                                                           
79

 Al-Qur‘an Surah Al-A‘raf ayat 33 
80

 M Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, cet ke-II, (Jakarta: Amzah,2014), 59. 
81

 Ibid. 60. 
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diperintahkan dan memerangi jamaah muslim yang lain dengan dalih 

perbedaan hukum yang meraka yakini dan pahami. Mereka merasa bahwa 

apa yang dilakukannya itu benar dan kekuasaan berada di tangannya. 

Orang-orang seperti ini wajib di perangi kaum muslim dengan pemerintah 

yang adil.  

 Dengan demikian, kasus pembubaran ormas FPI dalam hukum pidana 

islam dapat di kaitkan dengan al baghyu, karena dalam surat keputusan 

bersama (SKB) yang di tetapkan 6 menteri dan lembaga, FPI telah 

melanggar ideologi Negara, anggarn dasar FPI bertentangan dengan 

undang-undang ormas, FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar 

sevbagai ormas, dan kegiatan yang dilakukan FPI seringkali bertentangan 

dengan undang-undang ormas, seperti melakukan razia (sweeping), sering 

melakukan kekerasan, merusak fasiliytas umum serta melakukan tindak 

pidana yang lainnya.  

 Al baghyu dapat diartikan sebagai usaha melawan hukum. Melihat dari 

aksi-aksi yang dilakukannya, FPI telah bertentangan denagn hukum yang 

berlaku. Oleh sebab itu, ormas FPI di bubarkan karena telah melanggar 

peraturan yang telah di tetapkan dan bisa dikatan sebagai pemberontak.  

 Sanksi hukum bagi pemberontak terhadap Negara atau pemerintah yang 

sah, disebutkan dalam A-Qur‘an surat Al Hujarat Ayat 9 dan Ayat 10:
82

 

                                                           
82

 Al-Qur‘an Surah Al-Hujarat Ayat 9 dan Ayat 10. 
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رن  ا ع ل ى الا  خ  ىه م  دن  بػ غ ت  ا ح 
ْۢ
اۚ ف ا ف  نػ ه م  ف تٰن  م ن  ال م ؤ م ن ين   اقػ تػ تػ ل و ا ف ا ص ل ح و ا بػ يػ  ل فػ ق ات ل وا ك ا ف  ط اۤىِٕ

ؿ  ك ا ق   ل ع د  نػ ه م ا بِ  ء  ا لٰنى ا م ر  اللّنٰ  ۖف ا ف  ف اۤء ت  ف ا ص ل ح و ا بػ يػ 
ۤ
ط و ا ۗا فَّ اللّنٰ  يُ  بُّ الَّتِ   تػ ب غ ي  ح تّنٰ ت ف ي  س 

ط ين      ال م ق س 

و ةه ف ا ص ل ح و ا بػ ين   ا خ و ي ك م  ك اتػَّق وا اللّنٰ  ل ع لَّك م  تػ ر حَ  و ف   نػ و ف  ا خ     ا نََّّ ا ال م ؤ م 

 

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu 

kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 

Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

 Menurut Firman Allah, jika pemberontakan dilakukan oleh segolongan 

kaum muslim atas segolongan kaum muslim yang lain maka hukum 

memeranginya wajib apabila hal tersebut merupakan perintah dari imam 

atau pemimpin. Terlebih jika pemberontakan ditujukan kepada pemimpin 

yang sah. Imam muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berakata, ―aku 

mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, ―Barangsiapa memecahbelah 

persatuan kaum muslim, padahal mereka telah sepakat untuk memilih satu 

pemimpin dengan maksud mencerai-beraikan umat maka bunuhlah dia.‖  

 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, ―barang siapa memecah belah 

persatuan umat ini, padahal ia telah menyatu, bunuhlah ia dengan pedang 

dimanapun ia berada.‖Rasulullah SAW. Bersabda, ―barangsiapa siapa yang 

mendatangimu, sedangkan urusanmu berada di tangan mereka (pemimpin 
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mereka) dan mereka ingin merusak kekuasaanmu serta akan membubarkan 

jamaahmu. Maka bunuhlah mereka.‖ H.R. Muslim.
83
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 H.R. Muslim. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Front Pembela Islam adalah ormas yang sering melakukan aksi-aksi 

anarkis. Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan telah melarang setiap Ormas untuk melakukan tindakan 

yang seharusnya menjadi tugas penegak hukum sesuai aturan yang 

berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut juga sudah melarang setiap 

Ormas untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban 

umum, merusak fasilitas umum, dan dan fasilitas sosial serta tindak pidana 

yang lain. Melihat dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, bisa dilihat bahwa FPI telah melanggar aturan yang 

berlaku atau tidak. Dengan tindakan-tindakan FPI yang sering melanggar 

aturan yang telah ditetapkan seperti melakukan kekerasan, mengganggu 

ketertiban umum, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Bisa 

dikatakan bahwa FPI telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia.  

2.  Dalam Hukum Pidana Islam, pembubaran Ormas FPI berkaitan dengan 

Al-Baghyu karena dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 

ditetapkan oleh enam menteri dan lembaga bahwa Ormas FPI telah 

melanggar ideologi negara, Anggaran Dasar (AD) FPI bertentangan 
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dengan Undang-Undang Ormas, FPI tidak memperpanjang Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Kemasyarakatan, dan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI sering bertentangan dengan 

Undang-Undang Ormas. Aksi-aksi yang bertentangan dengan Undang-

Undang Ormas tersebut seperti melakukan razia (sweeping), melakukan 

tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas 

umum dan fasilitas sosial, serta tindak pidana yang lain. Al baghyu bisa 

diartikan sebagai usaha melawan hukum. Melihat dari aksi-aksi yang 

dilakukannya, FPI telah melanggar aturan dan bertentangan dengan hukum 

yang berlaku. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa tindakan-tindakan FPI 

tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan 

dengan hukum pidana islam seperti yang telah dijelaskan dalam Al 

baghyu. 

B. Saran 

1. Dalam menangani setiap aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh FPI 

seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dari awal FPI melakukan aksi 

anarkis, supaya FPI tidak semena-mena dalam melakukan aksi yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan, supaya FPI kapok dengan hukuman 

yang telah diberikan oleh pemerintah kepadanya dan tidak lagi melakukan 

aksi anarkis yang sebelumnya dilakukan. 

2. Seharusnya Ormas FPI dapat memberikan ruang yang cukup luas jepada 

masyarakat untuk menerapkan kebebasan berkumpul, berserikat dan 

menyampaikan pikirannya. Ormas tersebut juga merupakan sarana untuk 
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menyalurkan pendapat maupun pemikiran kepada anggota masyarakat, 

dan mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi 

masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

bergerak menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
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